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NOMOR 21 TAHUN 2005

TENTANG
PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu sumber
Pendapatan Daerah dan sangat penting dalam rangka membiayai
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu pajak Kabupaten
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Rl Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan .
Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah,
karenanya dipandang perlu untuk menggali potensi Pajak
Reklame guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan
dipergunakan untuk pembangunan daerah;

bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di
atas dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai Pajak
Reklame dengan Peraturan Daerah,

Undang-Undang Rl Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
tentang Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209) ;

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3684);

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 1897 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 3686) ;

Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048);
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Undang-Undang Rl Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Oge nering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Kormerin
O el A WaBURGtan Ogan e di- Brovinel Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4347);

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389);

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-Undang Rl Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertangungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2001

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang

Penyidik Pengawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah
Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang

Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah.



Pasal 3

Dikecualikan dari obyek Pajak adalah :
a. penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan
PemerintahDaerah,;

b. penyelenggaraan reklame melalui Televisi, Radio, Warta Harian,
Warta Mingguan, Warta Bulanan dan Internet sejenisnya;

c. penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan atau memesan reklame;

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan reklame.

BAB Hi
PERIZINAN
Pasal 5

(1) Setiap penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pasal 2
ayat (3) ini harus mendapatkan Izin Bupati;

(2) Tata cara dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 6

(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame.

(2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini dihitung berdasarkan besarnya pemasangan, lama
pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau
badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri,
maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya
pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis
lokasi dan jenis reklame.

(4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai
sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk
suatu masa pajak / masa penyelenggaraan reklame dengan
memperhatikan biaya pemasangan, biaya pemeliharaan,
lamanya pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.

(5) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Pasal ini, dinyatakan dalam bentuk tabel dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



Pasal 7

Tarif Pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 25 % (dua puluh lima
parasn),

BABV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA
PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 8

(1) Pajak yang terhutang dipungut diwilayah Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur.

(2) Besarnya Pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana tersebut pada Pasal 6.

BAB Vi
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 9

Pajak dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan, kecuali
ditentukan lain.

Pasal 10

Pzjak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan
reklame.

Pasal 11
(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Waijib
Pajak atau Kuasanya. '

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus
disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah selambat-
lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh
Bupati.

BAB Vi
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 12

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) ,Bupati menetapkan pajak terhutang dengan menertibkan
SKPD.



Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan
penagihan Pajak Deerah ditetapkan oleh Bupatl.

BAB X
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 23

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh
Bupati.

BAB Xi
TATA CARA PEMBETULAN PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24

(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau
STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapkan pajak yang
tidak benar;

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi
berupa bunga, denda atau kenaikan pajak yang terhutang
dalam sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak
atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus
disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD
dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak
surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
diterima, sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan,
pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
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, BAB Xli
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25

Wil Pujak dapiEl iargalukan keBRFRIN Rirye kepedy Bupstl
atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

(SKPDKBT)
d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)
e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa
indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggak SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh waijib
pajak, kecuali apabila wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa

jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
diterima, sudah memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan
keberatan dianggap dikabulkan.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
setelah diterimanya keputusan keberatan sebagaimana dimaksud
Pasal 25 Peraturan Daerah ini.

Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25
atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan
sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
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Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengudangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal (5 DESEMBER. 2005

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada fanggal (& DECEMBER 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

OGAN KOMERING ULU TIMUR,
[

TUGIYO PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2005 NOMOR 21 SERIE @
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